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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka pencapaian kinerja yang optimal
perlu penyelarasan tugas dan fungsi penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang kesehatan antara
pemangku urusan pemerintahan bidang kesehatan di
Pusat dan Daerah;

bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
267 /Menkes/SK/III/2008 tentang Pedoman Teknis
Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah sudah tidak
sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan
hukum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Teknis
Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan

Kabupaten/Kota;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063);
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Menetapkan :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 5887);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem
Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang
Pedoman Analisis Jabatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian
Kesehatan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PENGORGANISASIAN DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAN KABUPATEN/KOTA.
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Pasal 1
Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi
dan Kabupaten/Kota digunakan sebagai acuan bagi
Pemerintah Daerah dalam penyusunan Organisasi dan Tata

kerja Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Ruang lingkup Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas

Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi:

a. perumpunan fungsi urusan kesehatan sesuai tingkatan
pemerintahan daerah;

b. tugas dan fungsi dinas kesehatan daerah;

c. struktur organisasi dan nomenklatur dinas kesehatan
daerah;

d. kualifikasi jabatan; dan

e. jabatan fungsional.

Pasal 3
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman  Teknis
Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan
Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor 267 /Menkes/SK/III/2008 tentang
Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 September 2016

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENGORGANISASIAN DINAS
KESEHATAN PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA

PEDOMAN TEKNIS PENGORGANISASIAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI DAN RABUPATEN/KOTA

BAB 1
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telali diubah terakhir kali dengan Undang-
Undang Nomor @ Tabhun 2018 tentang Perubahan Keduna atas
Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daecral, telali membawa perubahan besar dan tegas dalam penibagian
urusdn pemerintahan konkuren antdra Pemerintaly Pusat; Provinsi
dan Kabupaten/Kota dan penataan Perangkat Daerah,

Dalam Pasal 211 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa nomenklatur
Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daecrah yang
miglaksanakan urusan pemerintahan dibuat dengan memperhatikan
pedoman dar Kementerian/Lembaga yang membidangl Urnsan
Pemerintahan tersebut. Dengan demikian penetapan Pedoman Tekiis
Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah menjadi tanggung jawab
Menteri Kesehatan. Pedoman Teknis tersebut memuat organisasi den
tugas serta fTungsi Dinas Kesehatan yang ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah (Perkada), yang sebelumnya didahului
dengan penetapan Peraturan Daerah (Perda) untuk pembentukan dan

susunan perangkat daerah.
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c.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas

Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota ini, meliputi

1.

Perumpunan fungsi urusan kesehatan sesuai tingkatan
pemerintahan daerah,

Uraian tugas dan fungsi organtisasi Dinas Kesehatan Daerahi.
Penataan stnukour organisasi dan Nomenklatur Dinas Kesehatan
Daerah.

Kualifikasi Jabatan.

Jabatan fungsional.

PENGERTIAN

1.

N

P'erangkat Daerah adalah unsur pembarnitu Kepala Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam1 penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur
dan Dewan Perwakilan Rakvat Daeralhh Provinsi dalam
penyelenggaraan  Urusan Pemerintahan  yang menjadi
kewenangan Daerah provinsi.

Perangkat Daerali Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu
Bupati/Wali Keta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan lrusdan Peémerintahan
vang menjadi kewenangan Daerah kahupaten/kota,

Pemerintahh Pusat adalah Presiden Republik Indeonesia yang
memegang kekuasaan pemerintaban negara Republik Indonesia
vang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagainiana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahiun 1945.

Pemerintahan Daeralh adalah  penyelenggaraan  Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Ddaerah menurdut asas otononii dan tugas pembarituan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnva dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Talun 19435,



10.

11,

12.

13.

14.

Pemerintah Daecrah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang  memimpin
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah otonoin.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan vang
menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan
aleh keimnenterian negara dan penyelenggara Pemerintahan
Daerah untuk melindungi, nielayani, memberdayakan, dan
menyejahterakan masyarakat.

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yvang
wajib diselenggarakan oleh semua Daerali.

Tugas Pembantuan adalahh penugasan dari Pemerintalh Pusat
kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan
Pemerintahan vang menjadi kewenangan Pemierintah Pusat atau
dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah
Kabupaten/Kota umtuk melaksanakan sebagian Urusan
Pemerintahan vang menjadi kewenangan Dacrah Provinsi.
Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi
kebutuhan dasar warga negara.

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau vang
disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda
Kabupaten /Kota.

Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada
adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota:
Uraian tugas dan fungsi adalah sekumnpulan tugas dan fungsi
dalam penyelenggaraan organisasi yang harus dilaksanakan.
Kompetensi Teknis adalah kemampuan dan karakteristik yang
wajib dimiliki oleh seorang pemangkua jabatan Dberupa
pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku vang diperlukan
dalam pelaksanaan ftugas jabatannya, melaluni kesesuaian
pendidikann dan atau pelatihan denigan tugas jabatan vang
diampunya.

Jabatan Fungsional adalali sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional vang

berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentit.

2016, No.1502
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A.

BAB II
PENATAAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN

AZAS DAN PENETAPAN TIPELOGI DINAS

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daeralh mengatur bahwa pembentukan Perangkat Daerah dilakukan
berdasarkan asas:
1. wurusan Pemerintahan vang menjadi kewenangan Daerah,

2. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daeraly;

19¢]

efisiensi;

efektifitas;

pembagian habis tugas;
rentang kendali;

tata kerja vang jelas; dan

o O

(leksibilitas.

Sementara dalam penentuan kriteria tipologi Perangkat Daerah
untuk menentukan tipe Perangkat Daerah didasarkan atas variabel:
1.  umum dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan

2. teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen).

Kriteria variabel umum ditetapkan berdasarkan karakteristik

Dagrah yang terdiri atas indikator:

a. jumlah penduduk;
b. Tluas wilayah; dan
c. jumlah Anggaran Pendapatan dan Belamnja Daerat.,

Kriteria variabel teknis ditetapkan berdasarkan beban tugas
utama pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota serta fungsi penunjang
urusan pemerintahan. Kriteria variable teknis terdiri atas indikator:
a. jumlah penduduk; dan
b. kepadatan penduduk.

TIPELOGI DINAS DAN JUMLAH UNIT KERJA
Dinas Daerah dibedakan dalam 3 (tiga) tipe terdiri atas:
1. Dinas Daerah tipe A mewadahi pelaksanaan fungsi Dinas

Daerali Provinsi/Kabupaten/Kota dengan beban kerja yang
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o]

besar. Dalam thal jumlah unit kerja pada Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota tipe A, mempunyai unit kerja yang

terdiri atas:

a. 1 (satu) sekretariat dengan paling banvak 3 (tiga) sub
hagian.

b. 4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang paling
banyak 3 (tiga) seksi.

Dinas Daerah tipe B miewadali pelaksanaan fu'ngsj Dinas

Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan beban kerja yang

sedang. Dalam hal jumlah wunit kerja pada Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota tipe B, mempunyail unit kerja vang

terdiri atas:

a. 1 (satu) sekretariat dengan paling banyak 2 (dua) sub
hagian.

b. 3 (tiga) bidang dengan masing-masing bidang paling banyalk

3 (tiga) seksl.

Dinas Daerah tipe ¢ mewadali pelaksanaan fungsi Dinas
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan beban kerja yang
kecil. Dalam hal jumlah wunit kerja ‘pada Daerah
Provinst/Kabupaten/Kota tipe C, memipunyail unit kerja vang
terdiri atas:

a. 1 (satu) sekretariat dengan paling banyak 2 (dua) subbagian.
b. 2 (dua) bidang dengan masing-masing bidang paling banyak

3 (tiga) seksi.

Selain penctapan organisasi Dinas Kesehatan; pada Dinas
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat dibentuk UPT Dinas
Daerah untuk melaksanakan Kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis perunjarg tertentu. Pembemtukan UPT
Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur/Bupati/Walikota setelah dikonsultasikan secara
tertulis kepada Menteri Dalam Negeri. Ketentuan lebih lanjut
mengenai klasifikasi UPT Dinas Daerah dan pembentukain UPT
Dinas Daerah (selain Rumah Sakit) diatur dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri setelah mendapal pertimbangan tertulis
dari menteri terkait dan menteri yang menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan di bidang aparatar negara.

2016, No.1502
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Selain UPT Dinas Daerali terdapat juga UPTD di hidang
Kesehatan yaitu Rumah Sakit Daerali sebagai unit organisasi
yvang bersifat Tungsional dan urit layanan yang bekerja secara
profesional. Dalam Peraturan Pemerintal Nemor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah, ditetapkan bahwa Pengorganisasian
dan Tata Huburigan Kerja Rumah Sakit diatur tersendiri dalam
Peraturan Presiden dan Puskesmas dalam Peraturan Menteri

Kesehatai.

C. KEDUDUKAN DAN JABATAN PADA DINAS KESEHATAN

1.

W@

Kedudukan

Dinas Kesehiatan Daerah Provinsi atau RKabupaten/Kota

merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah. Dinas Keschatan Dagrah

ProvinsifKabupaten/Kota dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi/Kabupaten/Kota yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawah kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui

Sekretaris Daerah.

Jabatan di Dinas Kesehatan Provinsi

4. Dinas Kesehatan Provinsi dengan tipelogi A, B, dan C
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan jabatan Esclon
I A atau dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

b. Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi dengan tipelogi A, B,
dan C dipimpin oleh Sekretaris dengan jabatan Eselon I A
atau dalam Jabatan Administrator.

¢. Bidang pada Dinas Kesehatan Provinsi dengan tipelogi A, B,
dan C dipimpin oleh Kepala Bidang dengan jabatan Eselon
1T A atau dalam Jabatan Administrator.

d. Seksi pada Dinas Kesehatan FProvinsi dengan tipelogi A, B,
dan C dipimpin oleh Kepala Seksi denganl jabatan Eselon [V
A atau dalam Jabatan Pengawas.

¢. Sub Bagian pada Dinas Kesehatan Provinsi dengan tipelogi
A, B, dan C dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dengan
jabatan Eselon IV A atau dalam Jabatan Pengawas.

Jabatan di Dinas Keschatan Kabupaten/ Kota

a. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota dengan tipelogi

A, B, dan C dipimpin oleh seerang Kepala Dinas dengan
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Jabatan Eselon I B atau dalam Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama.

Sekretariat  Dinas Keschatan Kabupaten/Kota dengan
tipelogi A, B, dan € dipimpin oleh Sekretaris dengan jabatan
Eselon 11 A atau dalam Jabatan Administrator.

Bidang pada Dinas Keschatan Kabupaten/Kota dengan
tipelogi A, B, dan C dipimpin oleh Kepala Bidang dengan
jabatan Eselon Il B-atau dalam Jabatan Administrator.
Seksi pada Dinas Kesehatan RKabupaten/Kota dengan
tipelogi A, B, dan C dipimpin oleh Kepala Seksi dengan
Jjabatan Eselon IV A atau dalam Jabatan Pengawas,

Sub Bagian pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan
tipelogi A, B, dan C dipimpin oleh Kepala Sub Bagian

dengan jabatan Eselon [V A atau dalari Jabatan Pengawas,
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BAR 111

RUMPUN FUNGST, TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN DAERAH

A, RUMPUN FUNGSI

Pengelom pokan rumpun fungsi menjadi acuan dalam penetapan

besaran struktur organisasi Dinas Kesehatan. Pengelompokkan

fungsi dasar yang diturunkan dari kewenangan setiap urusan
dilakukan
dihasilkan,
1. DI PROVINSI:

&

1)

2)

dengan memperhatikan karakteristik lavanan yang

Rumpun Upaya Kesehatan

Penyelenggaraan upaya kesehatan primer

Dalan penyelenggaraan upava kesehatan primer termasuk

a)

¢)

penyelenggaraan  upava  kesehatan — masyarakat,
meliputi: kesehavan keluarga, gizi, kesehatan kerja dan
olah raga, kesehatan tradisional dan komplementer,
kesehatan lingkungan, pencegahan dan pengendalian
penyakit, surveilans keschatan dan respon Kejadian
Luar Biasa, kekarantinaan keschatan, pengendalian
masalah kesehatan jiwa dan Narkotika, Alkohol,
Psikotropika dan Zat adiktil serta pengembangan STK;
penvelenggaraan pengelolaan sumber dayva manusia
untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya
Kesehatan Perorangan (UKPF) meliputi perencanaar,
pengadaan, pendavagunaan, dan pengembangan
sumberdaya maniisia;

pengelolaan  pelayanan kefarniasian, perbekalan
kesehatan, dan makanan dan minuman untuk UKM
dan UKP meliputi perencanaan, pengadaan,
pendistribusian, dan pengguniaaniys;

pengelolaan  potensi  swnberdaya kesehatan dalam
rangka kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
dalam UKM dan UKP.

Penyelenggaraan upaya kesehatan rujukan
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Dalam  penyelenggaraan upaya kesehatan  meliputi

keseharan rujukan dan sistem rujukan termasuk:

4) penyelenggaraan upayva  kesehatan — masyarakat
rujukan, meliputi kesehatan keluarga, gizi, kesehatan
kerja dan olah raga, kesehatan wtadisional dan
komplemeriter, kesehatan lingkungan, pencegalian dan
pengendalian penvakit, surveilans kesehatan dan
responl kejadian Luar Biasa, kekarantinaan kesehatan,
pengendalian niasalah kesehatan jiwa dan Narketika,
Alkohol, Psikotropika dan Zat adiktif, serta
pengembangan SIK;

b)  pengelolaan UKP rujukan tingkat daerah propinsi dan
lintas daerah kabupaten/kota;

c¢) penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya manusia
untuk UKM dan UKP meliputi perencanaan,
pengadaan, pendayagunaan, dan pengembangan
sumberdaya manusia;

d) pengelolaan pelavanan kefarmiasian, perbekalan
kesehatan, makanan dan minuman untuk UKM dan
UKP meliputi perencanaar, pengadaarn,
pendistribusian, dan penggunaannya; dan

€) pengelolaan potensi sumberdaya dalam rangka
kemandirian masyarakat untuk hidup sehat dalam
UKP dan UKM.

Pelayanan penerbitan izin dan klasifikasi Rumah Sakit

Kelas B dan FFasyankes daerah tingkat Provinsi.

1. Rumpun Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan
dan Minuman
Dalam penyelenggaraan pengelolaan sediaan farmasi,
galat kesehatan, makanan dan minuman nieliputi:

a. penerbitan pengaknan pedagang besar farmasi
cabang dan cabang penvalur alat kesehatan,
findak lanjut rekomendasi hasil, rekomendasi
penerbitan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
dan

b.  penerbitan izin usaha kecil obat tradisional dan

tindaklanjut hasil pengawasan.
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DI KABUPATEN /KOTA:

a.

Rumpun Upaya Kesehatan

1)

Penyelenggaraan upayva kesehatan primer

Dalam penyelenggaraan wupaya kesehatan primer

terniasuk:

a) penyelenggaraan upaya keschatan masyarakat,
meliputi kesehatan keluarga, gizi, kesehatan kerja
dan olah raga, kesehatan tradisional dan
komplementer, kesehatan lingkungan,
pencegahan dan pengendalian penyakit,
surveilans kesehatan dan respon Kejadian Luar
Biasa, kekarantinaan Kesehatan, pengendalian
masalah kesehatan jiwa dan Narkotika, Alkchol,
Psikotropika dan Zat adiktl serta pengembangan
Sk,

b)  penyelenggaraan upaya kesehatan perorangaun;

¢) penyelenggaraan pengelolaan  sumber daya
manusia untuk UKM dan UKP meliputi
perencanaan, pengadaan, pendayvagunaan, dan
pengembangan suniberdaya manusia;

d) pengelolaan pelayanan kefarmasian, perbekalan
kesehatan, dan makanan dan minuman unfuk
UKM dan UKP meliputi perenicanaari, pengadaarn,
pendistribusian, dan penggunaannya; dan

e)] pengelolaan potensi sumber daya dalam rangka
kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
melalui Upaya Kesehatan Bersumber daya
Masyarakat (UKBM).

Penyelenggaraan upaya kesehatan rujukan

Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan nijukan

meliputi kesehatan nyjukan dan sistem rujukan

termiasuk:

a) penvelenggaraan upaya kesehatan masyarakat
rujukan, meliputi kesehatan keluarga, gizi,
kesehatan kerja dan olah raga, kesehatan
tradisional dan kom plementer, kesehatan

lingkungan, pencegalian dan  pengendalian
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penyakit, surveilans kesehatan dan respon
Kejadian Luar Biasa, kekarantinaan kesehatan,
pengendalian masalah  kesehatan jiwa dan
Narkotika, Alkehol, Psiketropika dan Zat adiktif,
dan pﬁengemban‘gan Sistem Informasi Kesehatan
(SIK);

b)  penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya
manusia untuk UKM  dan  UKP  meliputi
perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, dan
pengembangan sumberdaya manusia;

¢) pengelolaan pelayanan kefarmasian, perbekalan
kesehatan, dan makanan dan minunian untuk
UKM dan UKP meliputi perencanaan, pengadaari,
pendistribusian, dan penggunaannya;dan

d) pengelolaan potensi sumber dayva dalam rangka
kemandirian masyarakat untuk Thidup sehat
melalui  Upaya Kesehatan Bersumberdaya
Masyarakat (UKBM).

Pelayanan penerbitan izin dan klasifikasi Rumah Sakit

Kelas € dan D  serta Fasyankes  daerah

Kabupaten/ kota.

a) Rumpun Sumber Daya Manusia
Dalam penyelenggaraan sumber daya manusia
meliputi:

1) pelayanan penerbitan surat izin praktek
tenaga kesehatan; dan

2) Perencanaan dan pengemrbangan  SDM
kesehatan umtuk UKM dan UKP Daerah
Kahupaten/Kota.

b) Rumpun Sediasn Farmasi, Alat Kesehatan dan
Makanan Minuman
Dalam penyelenggaraan  pengelolaan  sediaan
farmiasi, alat kesehatan, makanan dan minuman
meliput:

1) penerbitan/pencabutan izin apotek, toko
obat, toko alat kesehatan dan optikal, dan

tindaklanjut hasil pengawasan;
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2) penerbitan/pencabutan izin wusaha mikroe
obat wadisional dan dndaklanjut hasil
pengawasan;

3) penerbitan/pencabutan sertifikat produksi
alat kesehaan kelas 1 tertentu dan PKRT
kelas 1 tertentu perusahaan rumah fangga
serta tindaklanjut hasil pengawasan;

4)  penerbitan/pencabutan  sertifikat  produksi
makanan dan minunian pada industri rumah
tangga;dan

5) penerbitan serdfikat laik sehat terhadap
pangan siap saji, uji sampel, izin iklan dan

tindaklanjut hasil pengawasar.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1.

Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tipe A

a.

Tugas dan Fungsi

Tugas:

Dinas kesehatan Provinsi mempunyai tugas membantu

Gubernur nielaksanakan urusan penierintahan di bidang

kesehatan yang menjadi kewenangan Dacrah dan Tugas

Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Dinas kesehatan FKabupaten/Kota mempunyai tugas

membantu Bupati/Wali Kota miclaksanalkan Urusan

Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi

kewenangan Daerali dan Tugas Pembantuan yvang diberikan

kepada Daerah Kabupaten/Kota.

Fungsi:

17]‘ Perumusan kebijakan di bidang keschatan
masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit,
pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan
Perbekalan Kesehatan Rumali Tanggda (PKRT) serta
sumber daya kesehatan;

2) Pelaksanaan  kehijakan di bidang  kesehatan
masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit,

pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan
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perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta
sumber daya kesehatan;

Pelaksanaan evalusasi dan pelaporan di  bidang

&

kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian
penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat
kesehatan dan perbekalan keschatan rumalh tangga
(PKRT) serta sumber daya kesehatan;

4)  Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan

5) Pelaksanaan fungsi lain vang di berikan oleh Kepala
Daerah terkait dengan bidang keseliatan.

Dinas Kesehatan terdiri dari:

a) Sekretariat;

h) Bidang Kesehatan Masyarakat,

¢) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,

d) Bidang Pelayanan Kesehatan; dan

€) Bidang Sumber Daya Kesehatan.

Tugas dan Fungsi Sekretariat

Tugas:

Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian

dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di

lingkungan Dinas Kesehatan Daerah.

Fungsi:

1) Penviapan perumusan kebijakan operasional tugas
administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerahy;

2) Koordinasi pelaksanaan tugas dan  pemberian
dukungan administrasi kepada seluralh unsur
organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;

3) Pemantauan, e¢valuasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan
Daerah; dan

4) FPengelolaan aset vang menjadi tanggung jawab Dinas
Kesehatan Daerah.

Sekretariat terdiri dari:

a) Subbagian Program, Informasi dan Hubungan
Masyarakat

Tugas:
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Penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan
program dan informasi serta  penatalaksanaan
hubungan masyarakat yang menjadi tanggung jawab
Dinas Kesehatan Daerah.

Subhagian Keuangan dan Pengelolaan Aset

Tugas:

Penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan
keuangan dan pengelolaan asset yang menjadi
tanggung jawal Dinas Kesehatan Daerah.

Subbagian Hukuwn, Kepegawaian, dan Umum

Tugas:

Penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan hukum,
kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang

menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerali.

Tugas dan Fungsi Bidang Kesehatan Masyarakat

Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

operasional di bidang keschatan keluarga, gizi masvarakat,

promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan

lingkungan, keseharan kerja dan olah raga.

Fungsi:

1)

Penyiapan perumusan kebijakan eperasional di bidang
kesehatan  keluarga, gizi masyarakat, —promosi
kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di
bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi
kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
kesehatan keluarga, gizi —masyarakat, promosi
kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi
kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan

lingkungan, kesehatan kerja dan clah raga.
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Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari:
a) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

Tugas:

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi dam  pelaporan di  bidang
kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.
b)  Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Tugas:

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi
dan pemberdayaan masyarakat.
¢) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan

Olah Raga

Tugas:

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi dan pelaperan di bidang
kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
d) Tugas dan Fungsi Bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

operasional di Dbidang surveilans dan imunisasi,

pencegahan dan pengendalian penyakit mentlar,
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
dan kesehatan jiwa.

Fungsi:

1) Penyiapan peruniusan kebijakan operasional di
bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan
pengendalian penyakit menular, pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular dan
kesehatan jiwa;

2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di
bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan

pengendalian penyakit menular, pencegahan dan
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pengendalian  penyakit tidak menular dan
kesehatan jiwa;

Penviapan bimbingan teknis dan supervisi di
bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan
pengendalian penyakit menular, pencegahan dan
pengendalian  penyakit tidak menular dan
kesehatan jiwa; dan

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
surveilans dan imunisasi, pencegahan dan
pengendalian penyakit menular, pencegahan dan
pengendalian  penyakit tdak menular dan

kesehatan jiwa.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri

dari:

)

b

o

Seksi Surveilans dan Imunisasi

Tugas:

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
surveilans dan imunisasi.

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular

Tiigas:

Penviapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional, bimbingan teknis dan supervisi; serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Tugas:

Penyiapan peruimusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional, bimbirigan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak

menilar dan keschatan jiwa.
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Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan

Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan

pelayanan  kesehatan rujukan termasuk peningkatan
mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.

Fungsi:

1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang
pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan
rujukan  termasuk peningkatan mutunya, serta
pelayanan kesehatan wadisional;

2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di
bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan
kesehatan rujukan termasuk peningkatan muotunya,
serta pelayanan kesehatan tradisional,

3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan
ruyjukan termasuk peningkatan mutunya, serta
pelayanan kesehatan tradisional; dan

4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pelayanan keschatan primer dan pelayanan keschatan
rujukan termasuk peningkatan mwutunya, serta
pelayanan keschatan tradisional.

Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari:

a) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

Tugas:
Penyiapan perunnisan dan pelaksanaan kebijakan
operasional, Dimbingan teknis dan  supervisi,
pemantauar, evaluasi dan pelaporan serta
peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan
kesehatan primer.

b] Seksi Pelayanan Kesehatan Rujiikan
Tugas:

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional, Dbimbingan teknis dan  supervisi,

pemantauarn, evaluasi dan pelaporan serta
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peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan
kesehatan rujukar.

Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional

Tugas:

Penyiapan perumtsan dan pelaksanaan kebijakan
operasional, binbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaperan di bidang

pelayanan kesehatan tradisional,

Tugas dan Fungsi Bidang Sumber Daya Kesehatan

Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan

PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.

Fungsi:

1)

Penyviapan perumusan kebijakan operasional di bidang
kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan
rumal tangga (PKRT) serta sumber daya manusia
kesehatan;

Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di
bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta
sumber daya manusia kesehatan;

Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bhidang
kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumiber
daya manusia kesehatan; dan

Pemantauan, evalugsi dan pelaporan di bidang
kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT scerta sumber

daya manusia kesehatan.

Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari:

a)

Seksi Kefarmasian

Tugas:

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di  bidang

pelayanan kefarmasian.
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b)  Seksi Alat Kesehatan dan PKRT
Tugas:
Penviapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang alat
kesehatan dan PRRT,.
e) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tugas:
Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sunmber
daya manusia kesehatan.
2. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Tipe B
a. Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan
Tugas:
Dinas kesehatan Provinsi mempunyai tugas membantu
Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang
kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas

Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mempunyai fugas

membantu Bupati/Walikota melaksandkan Urusan

Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan

kepada Daerali Kabupateny/Kota.

Fungsi:

1) Perummusan kebijakan di bidang  kesehatan
masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit,
pelayvanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan
PKRT serta sumber daya kesehatan;

2.] Pelaksanaan kebijakan di hidang kesehatan
masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit,
pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan
PKRT serta sumber daya kesehatan;

3) Pelaksanaan evalusasi dan pelaporan di  bidang

kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian
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penvakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat

kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatam;

4)  Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan linglaip
tagasnya; dan
B8) Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala

Daerah terkait dengam bidang keseliatan,

Dinas Kesehatan terdiri dari:

a) Sekretariat;

b) Bidang Kesehatan Masyarakat;

¢) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan

d) Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya
Kesehatan.

b. Tugas dan Fungsi Sekretariat

Tugas:

Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian

dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di

lingkungan Dinas Kesehatan Daeral,

Fungsi:

1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas
administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;

2) [Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian
dukungan administrasi kepada selurah unsur
organisasi di lingkumgan Dinas Keschatan Daeral;

3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas
administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
dan

4} Pengelolaan aset yang nienjadi tanggung jawab Dinas
Kesehatan Daeraly.

Sekretariat terdiri dari:

4) Subbagian Program, Informasi dan Hubungan
Masyarakat.

Tugas:

Penyiapan dan Kkoordinasi penyusunan rumusan
program dan informasi, serta penatalaksanaan
hubungan masyarakat yang menjadi tanggung jawab

Dinas Kesehatan Daerah.
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h) Subbagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum

Tugas:
Penviapan dan koordinasi penyelenggaraan uruasan
keuangan dan pengelolaan aset, penatalaksanaan
hukum, kep.egawajan dan duoukungan adniinistrasi
umum vang menjadi tanggung jawab Dinas Keschatan
Daerah.

Tugas dan Fungsi Bidang Kesehatan Masyarakat

Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

operasional di bidang kesehatan masyarakat.

Fungsi:

1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang
kesehatan  keluarga, gizi masyarakat, promosi
kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

2]  Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di
bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promiosi
kesehatan, pemberdayaan masyarakat, keschatan
lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
kesehatan keluarga, gizi —masyarakat, promosi
kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan

4) Pemantauan, evalugsi dan pelaporan di bidang
kesehatan  keluarga, gizi masyarakat, promosi
kesehatan, peniberdayaan masyarakat, kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Bidang Keschatan Masyarakat terdiri dari:

4)  Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
Tugas:

Fenyiapan perunitsan damn pelaksanaan kebijakan
operasional, bimbingan teknis, dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang

kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.
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h)  Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Tugas:
Penviapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi
dan pemberdayaan masyarakat.

c) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan
Olah Raga
Tugas:

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan elah raga.

Tugas dan Fungsi Bidang Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit

Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan

dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Fungsi:

1) Penyiapan perumusan kebijakan eperasional di bidang
surveilans dan imunisasi, pencegahan dan
pengendalian  penyakit menular, pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan
jiwa;

2) Penyviapan pelaksanaan kebijakan operasional di
hidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan
pengendaliani  penyakit menular, pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan
jiwa;

8] Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
surveilans dan imunisasi, pencegahan dan
pengendalian penyakit menular, pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular dan kesechatan

Jiwa; dan
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4) Pemantanan, evaluasi dan pelapeoran di bidang
surveilans dan imunisasi, pencegahan dan
pengendalian penyakit menular, pencegalian dan
pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan
Jiwa.

Bidang Pencegalian dan Pengendalian Penvakit terdiri
dari:
a)  Seksi Surveilans dan lmunisasi
Tugas:
Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
surveilans dan imunisasi.
b) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular
Tugas:
Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
¢) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Tidak Mernular serta Kesehatan Jiwa
Tiigas:
Penviapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional, bimbingan teknis dan supervisi; serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular serta kesehatan jiwa.

Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan dan Sumber Daya

Kesehatan

Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

operasional di bidang pelavanan kesehatan primer dan

pelayanan kesehatan wmijukan termasuk peningkatan
mutunya, pelavanan keschatan tradisional, kefarmasian,
alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya mamusia

kesehatan.
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Fungsi:

1)

penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang
pelayanan kesehatan primet dan pelayanan kesehatan
rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan
kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan
FPKRT serta sumber daya manusia kesehatan,
penviapan pelaksanaan kebijakan operasional di
bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan
kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya,
pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat
kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia
kesehatan;

penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan
rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelavanan
kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan
PKERT serta sumber daya manusia kesehatan; dan
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan
rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan
kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan

PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.

Bidarnig Pelayanan Kesehatan dan Sumber daya kesehatan

terdiri dari:

a)

Seksi Pelayanan Kesehatan

Tugas:

Penyiapan perunnisan dan pelaksanaan kebijakan
operasional, Dimbingan teknis dan  supervisi,
pemantauar, evaluasi dan pelaporan serta
peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan
kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan
serta pe]ayan’an kesehatan tradisiorial.

Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT

Tugas:

Penviapan perumtisan dan pelaksanaan kebijakan

operasional, bimbingan teknis dan supervisi; serta
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pemantavan, evaluasi dan pelaporan di bidang

pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT.

c) 8eksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tugas:

Penyiapan perumtsan dan pelaksanaan kebijakan

opérasional, binbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber
daya manusia kesehatan.
3. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Tipe C
a.  Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Tugas:

Dinas kesehatan Previnsi mempunyai tugas membantu
Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang
kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerali Provinsi.
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota memipunyai tugas
membantu  Bupati/Walikota  mielaksanakan  Urusan
Pemerintahan di  bidang kesechatan yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang
ditugaskan kepada Daerali Kabupaten/Kota
Fungsi:

1] Perumusan kebijakan di bidang kesehatan
masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit,
pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan
FKERT serta sumber daya kesehatan;

2) Pelaksanaan  kebijakan di. bidang  kesehatan
masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit,
pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat keseliatan dan
PKRT serta sumber daya kesehatan,

3) Pelaksanaan evalusasi dan pelaporan di hidang
kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian
penvakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat
kesehatan dan PKRT serta stimber daya kesehatai;

4] Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup

tugasnya; dan
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5) Pelaksanaan fungsi lain vang di berikan oleh Kepala
Daerah terkait dengan bidang keseliatan.

Dinas Keseliatan terdiri dari:

a) Sekretariat;

h) Bidang Kesehatan Masyarakal dan Pencegahian dan
Pengendalian Penyakit; dan

c) Bidang Pelayanan, Promoesi dan Swmber Daya

Kesehatan.

b. Tugas dan Fungsi Sekretariat

Tugas:

Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian

dukungan administrasi kepada seluruh unsur erganisasi di

lingkungan Dinas Kesehatan Daerah.

Fungsi:

1) Penviapan perumusan kebijakan operasional tugas
administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daeralr;

2] Koordinasi pelaksanaan tugas dan  pemberian
dukungan administrasi kepada selurulh unsur
organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daeraly

3) Pemantauar, evaluasi, dan pelaporan tugas
administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
dan

4) FPengelolaan aset vang menjadi tanggung jawab Dinas
Kesehatan Dacrah.

Sekretariat terdiri dari:

a) Subbagian Frogram, I[nformasi dan Hubungan

Masyarakat
Tugas:
Penyiapan dan koordiriasi penyusunan rumusan
program dan informasi, serta penatalaksanaan
hubungan masyarakat yang menjadi tanggung jawalb
Dinas Kesehatan Daerah.

b)  Bubbagian Keuangan, Kepegawaian dan Umumni
Tugas:

Fenyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan
kenangan dan pengelolaan aset, penatalaksanaan

hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi
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wnum yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan
Daerah,

Tugas dan Fungsi Bidang Kesehatan Masyarakat dan
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Tugas:
Melaksanalkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat,
kesehatan lingkungan, kesehatan keija dan olah raga,
surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian
penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit
tidak menular dan keseliatan jiwa.

Fungsi:

1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang
kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, surveilans
dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit
menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular dan kesehatan jiwa;

2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di
bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, surveilans
dan imumisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit
menular, pencegahian dan pengendalian penyakit tidak
menular dan kesehatan jiwa;

3) TPenyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
kesehatan keluarga, gizi niasyarakat, kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, surveilans
dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit
menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular dan kesehatan jiwa; dan

4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
kesehatan keluarga, gizi masyarakai, kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, surveilans
dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit
menular, pencegahan dan pengendalian penvakit tidak

menular dan kesehatan jiwa.
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Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan dan
pengendalian penyakit terdiri dari:
a) Beksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
Tugas:
Penyiapan perumtsan dan pelaksanaan kebijakan
opérasional, binbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaperan di bidang
kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.
b) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan
Olah Raga
Tugas:
Penyiapan peruniusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi dan  pelaporan di  bidang
kesehatan lingkungan, keschatan kerja dan olah raga.
¢) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyalkit
Tugas:
Penviapan peruniusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di  bidang
surveilans dan imunisasi, pencegalian dan
pengendalian penyakit menular; pencegahan dan
perigendalian penyakit tidak menular dan kesehatan
jiwa.
Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan, Promoesi dan Sumber
Daya Kesehatan
Tugas:
Melaksanakan perumiusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional di bidang pelavanan keschatan primer dan
pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan
mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, promosi dan
pemberdayaan masyarakat, kefarmasian, alat keschatan
dan PKRT serta sumber dava manusia kesehatan.
Fungsi:
1) Fenyiapan penimusan kebijakan operasional di bidang
pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatzn

rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan
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kesehatan tradisional, promosi dan pemberdayaan
masyarakat, kefarmasian, alat kesehatan dan PERT
serfa sumber daya manusia keselhiatan,

Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di
bidang pelayanan keschatan primer dan pelayanan
kesehatan rujukan fermasuk peningkatan mutuiiya,
pelayanan kesehatan ftradisional, promosi dan
pemberdayaan masyarakat, kefarmasian, alat
kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia
kesehatan;

Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pelayanan keschatan primer dan pelavanan keschatan
rujukan termasuk peningkatan mutunyva, pelayanan
kesehatan tradisional, dan promosi dan pemberdaya_ajn
masyarakat, kefarmasian, alat keschatan dan PKRT
serta sumber daya manusia kesehatan; dan
Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pelayanan kesehatan primer dan pelayanan keschatan
rujukan termasuk peningkatan mutunyva, pelayanan
kesehatan tradisional, promosi dan pemberdayaan
masyarakat, kefarmiasian, alat késehatan dan PKRT
serta sumber daya mamiisia kesehatan.

Bidang Pe]ayanan Kesehatan, Promosi dan Sumber
daya kesehatan terdiri dari:

Seksi Pelayanan Kesehatan

Tugas:

Penyiapan perunnisan dan pelaksanaan kebijakan
operasional, Dimbingan teknis dan  supervisi,
pemantauar, evaluasi dan pelaporan serta
peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan
kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan,
serta pe]ayan’an kesehatan tradisiorial.

Seksi Promosi dan Pemberdayvaan Masyarakat

Tugas:

Penviapan perumtisan dan pelaksanaan kebijakan

operasional, bimbingan tekinis dan supervisi; serta
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pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promeosi
dan pemberdayaan masyarakat,

Beksi Sumber Daya Kesehatan

Tugas:

Penyiapan perumtsan dan pelaksanaan kebijakan
operasional, binbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaperan di bidang
pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT dan

sumber daya manusia kesehatan.
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KUALTFTKAST JABATAN STRUKTURAL/PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DAN ADMINISTRASI SERTA PETA JABATAN FUNGSIONAL
DAN PELAKSANA PADA DINAS KESEHATAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara pada Pasal 56, dinvatakan baliwa setiap Instansi Pemerintali wajib
menyusun kebutuhan jumialr dan jenis jabatan Pegawal Negeri Sipil
berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan untuk
jangka waktu S (lima) tahun vang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan
prioritas kebutuhan. Setiap jenis jabatan ditetapkan sesuai dengan kompetensi
yang dibutuhkan,

Pélaksanaan analisis jabatan mengacu pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birekrasi Nemor 33 Tahun
2011 tentang Pedoman Analisis Jabatarn, yang hasilnya disusun dalam bentuk
informasi jabatan.

A. JABATAN STRUKTURAL/PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN

ADMINISTRAST

Pengangkatan pegawai ke dalam jabatan struktural (jabatan
pimpinan tinggi, dan administrasi) kesehatan dilakukan setelah
memenuhi persyaratan dan standar kom petensi jabatan yang akan dijabat
nielalui proses rekruitinen dan seleksi sesual peraturan perundang-
undangan. Pada bagian ini akan dikemukan secara singkat deskripsi
tugas dan syarat jabatan struktural (Jabatan Pimpinan Tinggi dan

Administrasi) pada Dinas Keschatan, sedangkan kompetensi jabatan akan

diatur dalam peraturan tersendiri.

1. Kepala Dinas Keschatan

a. Ringkasan tugas jabatan:

Memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah
di bidang kesehatan sc¢suai dengan ketentuan yang berlaku
untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,

b. Pangkat/Gelongan:

Pembina Utama Muday/QGolongan Ve, atau Pembina Tingkat
1/ Golongan IVDh dengan sekurang-kurangnva 2 (dua) tahun masa

kerja golongan.

c. Pendidikan:
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Sekurang-kurangnya Sarjana Strata-1 Kesehatan/Diploma [V
Kesehatan dengan Sarjana Suata-2 bidang Keschatan, lebih
dintamakan dengan peminatan Epidemiologi Kesehatamn.
Pengalaman kerja:

1) Pernahfsedang menduduki jabatan adnministrator paling
singkat 2 (dua) tahun, atau sedang menduduki jabatan
fungsienal jenjang ahli madya bidang kesehatan sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahan; dan

2) Memiliki pengalaman kerja di bidang kesehatan secara
kumulatif sekurang-kurangnya S (lima) tahun.

Pelatilian perjenjangar:

sekurang-kurangnyva telah mengikuti dan lulus Diklat

Kepemimpinan TIT, atau sederajat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pelatihan teknis:

1)  telah mengikuti pelatihan sekurang-kurangnya tentang
Sistem Pelayanan Kesehatan, sistem mangjemen informasi
kesehatan, pengembangan komunitas, surveilans
epidemiologi, manajemen bencana yang dibuktikan dengan
sertifikat pelatihan.

2) pelatihan pada butir 1 dipenuhi paling lamma 1 (satu) tahun
setelah menduduki jabatan:

Sekretaris Dinas Kesehatan

a.

d.

Ringkasan tugas jabatan:

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian

dukungan administras] secsuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pangkat/ Gelongan:

Pembina/Golongan I[Va, atau Penata tingkat [/Golongan IlId

dengan sekurang-kurangnya masa kerja golongan 2 (dua) tahun.

Pendidikamn:

sekurang-kurangnya Sarjana Strata-1/Diploma TV.

Pengalaman kerja:

1) Pernali/sedang menduduki Jabatan Pengawas sekurang-
kurangnya 3 (tiga) tahun, atau sedang menduduki jabatan
hungsional yang setingkat dengan Jabatan Pengawsas sesuai

dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki; dan
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2] Memiliki pengalaman kerja di bidang administrasi secara
kuniulatf sekurang-kurangnya selama 4 (erapat) tahumn.

Pelatihan penjenjangan:

Telalh mengikuti dan lulus Diklat Kepemimpinan TV, atau

sederajat sesual dengan ketentuan peraturan perundang-

undarngan.

Pelatihan teknis:

1) Telali mengikuti pelatihan sekurang-kurangnya tentang
Rencana Strategis, Sistem Manajemen Informasi Kesehatan,
Manajemen Bencana, Pengelolaan Anggaran, Manajemen
SDM, dan Administrasi Perkantoran yang dibuktikan
dengan sertifikat pelatihan.

2) Pelatihan pada butir 1 dipenuhi paling lama 1 (satu) talhun

setelah menduduki jabatan.

Kepala Bidang

a.

Ringkasan tugas jabatan:

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanan kebijakan

operasional, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang vang

menjadi lingkup tugasnya.

Pangkat/Gelongan:

Pembina/Golongan IVa, atau Penata Tingkat [/Golongan MId

dengan minimal 2 (dia) tahun masa kerja golongan.

Pendidikarn:

Sarjana Strata-1 Kesehatan/ Diploma IV Kesehatan.

Pengalaman kerja:

1) Pernalifsedang menduduki jabatan Pengawas sckurang-
kurangnya 3 (tiga) tahun, atau sedang menduduki jabatan
fungsicnal yang setingkat atau lebih tinggi dari jabatan
Pengawas sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan
diduduki; dan

2) Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang kesehatan
secara kumulatif sekiirang-kurangnya selama 4 (empat)

tahiun.

Pelatihan penjenjangan:

Lulus Diklat Kepemimpinan TV.
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[.  Pelatihan teknis:
Telah mengikuti pelathan dengan sekurang-kurangnya
substansi: Rencana program kesehatan dan teknis lainnya
sesuai dengan bidang tugas, vang dipenuhi paling lama 1 (satu)
tahun setelah menduduki jabatan.
4.  Kepala Seksi
a. Ringkasan tugas jabatan:

Melaksanakan  penyiapan bahan  perumusan  kebijakan

operasional, pelaksanan kebijakan operasional, mnionitoring,

evaluasi, dan pelaporan di bidang yang menjadi lingkup tugas di

Dinas Kesehatan.

b. Pangkat/Gelongan:
Penata Tingkat T/Golongan TIb, atau Penata/Gol. Ila dengan
S_ekur‘a‘n_g-kurangnya 2 tahun masa kerja golongan.

¢. Pendidilan:

Sarjana Strata 1 Kesehatan/D IV Kesehatan yang sesuai dengan

bidang tugas.

d. Pengalaman kerja:

1)  Memiliki pengalaman Jabatan pelaksana dalam bidang
kesehatan secara kumuladfl sekurang-kurangnya selama 4
(enipat) tahun;

2) Menduduki Jabatan Fungsional yang seftingkat dengan
Jabatan Pglaksana scsuai dengan bidarig tugas Jabatan
yang akan diduduki.

e. Pelatihan penjenjangan:

Telah mengikuti dan lulus Diklat Kepemim pinan IV atau paling

lambat harus dipenuhi 1 (satu) tabun setelah miendudulki

jabatan.
f. Pelatihan teknis:

1) telah mengikuti pelatihan teknis sesuzi dengan bidang
tugas; dan

2) substansi pelatihan sebagaimana dimaksud butir 1) harus
dipenuhi paling lama 1 (satu) tahun setelah mienduduki
jabatan.

S.  Kepala Sub Bagian Dinas Kesehatan

a. Ringkasan tugas jabatan:
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Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian
dukungan administrasi kepada unit organisasi Dinas Kesehatan
Daerali.

Pangkat/Golengan:

Penata Tingkat [/Golongan [MIb, atau Penata/Golongan Ila

dengan minimal 2 taliun masa kerja golongan.

Pendidikan:

Sarjana Strata-1/D IV,

Pengalaman kerja:

1)  memiliki pengalaman Jabatan pelaksana dalam bidang
adniinistrasi secara kumuladf sekurang-kurangnya selama
4 (enipat) tahun; dan

2) memangku jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan
yang akan diduduki.

Pelatihan penjenjangan:

Telah mengikuti Diklat Kepemimpinan IV atau paling lambat

harus dipenuhi 1 (satu) tahun setelah menduduki jabatan

Pelatihan teknis:

1) Telah mengkut pelathan Perencanaan, Pengelolaan
Anggaran, Manajemen Sumiber Daya Manusia Aparatur,
dan Administrasi perkantoran;

2)  Khusus untuk kepala sub bagian yang memiliki fungsi
penyusunan program, wajib mengikuti pelatihan dengan
substansi penyusiunan program kesehatan; dan

3) Substansi pelatiian sebagaimana dimaksud budr 1) dan 2)
harus dipenuhi paling lama 1 (safu) tahun setelah
menduduki jabatan.

B. JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

Jabatan fungsional maupun jabatan pelaksana diperlukan dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Undang-Undang Nomor 5 Talian

2014 tentang Aparafur Sipil Negara, menetapkan bahwa setiap Instansi

Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai

Negeri Sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja vang

tergambarkan dalam Peta Jabatan. Kuoalifikasi jabatan [ongsional
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PENUTLP

Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan ini disusun
dengan harapan dapat memberikan kesamaan pemalimman dan
keselarasan sesuai  kewenangannya dalam  pencapaian  tujuan
pembangunan kesehatan.

Penetapan persyaratan dan standar kompetensi jabatan bagi
perangkat daerah bidang kesehatan merupakan sarana untuk
menjamim prefesionalitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Analisa jabatan berdasarkan tugas dan Ffungsi organisasi
perangkat daerah bersifat dinaniis, sesuai dengan kandisi daerah dan
perkembangan ilmu pengetabhuan dan teknologi.

Penetapan persyaratan jabatan merupakan hal yang dinamis
dan  perlu  terus disesuaikan dengan perkembangan  ilmu
pengetahuan dan teknologi serta kebufuhan dan perkembangan
organisasi. Hal terpenting dalam pelaksanaan penataan organisasi
adalali komitnien yang tinggi dari berbagai pihak dan terus berupava

meningkatkan kualitas pelavanan terhadap masyarakat.
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